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Agama  adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem 
budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan 
tatanan/perintah dari kehidupan, dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 
1965 dan khususnya pasal 156a KUHP. Pada delik agama dalam 
pengertian delik “terhadap agama”(pasal 156 KUHP) awalnya tidak 
dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditunjukkan khusus untuk 
melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi 
atau Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajran ibadah 
keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. 
Penelitian ini bersifat Deskriptif-analisis dan Komparatif, yang 
dimaksud penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematik 
sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan. Adapun analisis di sini 
untuk menganalisis dalam kasus penodoaan agama yang dilakukan oleh 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) putusan Nomor.1537/Pid. B/2016/PN. 
JKT. UTR. Sedangkan Komparatif adalah membandingkan hukum positif 
dengan hukum Islam mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan 
oleh  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Penodaan Agama merpakan suatu bentuk pelanggaran hukum 
Islam termasuk dalam katagori delik, delik agama yaitu; serangan terhadap 
dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari 
agamanya, murtad dan serangan terhadap agama, Kasus penodaan agama 
merupakan masuk kategori Jarimah berdasarkan dari tinjauan hukum Islam  
kasus ini termasuk dalam kategori jarimah Ta’zir. Jarimah Ta’zir ialah 
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman 
Ta’zir, jenis Jarimah Ta’zir tidak ditentukan banyaknya, dan memang 
Jarimah Ta’zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya, sehingga persoalan 
penodaan Agama ini diserahakan ke para Fuqaha atau hakim yang dapat 
menyelesaikan permasalah terkait penodaan Agama khususnya yang ada di 
Indonesia 
Dilihat dari hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
bahwa terdakwa masuk dalam unsur Pasal 156a KUHP sedangkan dari 
penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, dan 
terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan 
langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan. 
Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus 
penodaan Agama ini memperhatikan hal hal yang memberatkan dan 
meringankan beserta alat bukti Sehingga mendapatkan fakta hukum yang 
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BAB I 
       PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Agama Islam membahas dengan istilah syariah yaitu tatanan aturan 
kehidupan yang mengatur antara hubungan manusia dan sesamanya juga 
hubungan dengan Tuhan, Hukum Islam sangat menjaga dan memelihara 
urusan-urusan yang berkaitan dengan keyakinan (agama), sama halnya 
dengan penistaan agama merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum 
Islam termasuk dalam katagori delik, sedangkan menurut hukum Islam 
yang termasuk delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah 




Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pemerintah wajib 
mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam 
dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Aparat 
penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara 
tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa 
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Pemerintah  Negara  Indonesia memiliki Konstitusi yang mengatur 
tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia  dapat 
dilihat dalam  Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD  Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 disebutkan: 
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. Aturan 
yang berkaitan dengan kebebasan beragama. 
 Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam konstitusi 
pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi: 
(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa’ 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 




Indonesia merupakan negara yang beragam dengan masyarakat yang 
pluralis. akan tetapi, setiap kebebasan terdapat pembatasan seperti diatur 
dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua 
disebutkan: 
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang 
demokratis. 
Menurut undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam pasal (1) di sebutkan 
“setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 






penafsiran tentang sesuatu agama yang di anut di indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegitan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan ke agamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari ajaran agama itu. Karena agama itu sendiri memiliki 
peranan penting dalam kehidupan bersosial. 
Keberagaman dalam beragama seharusnya dapat dimengerti oleh 
setiap orang atau kelompok untuk menciptakan suatau tatanan keadaan 
yang kondusif di masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya penyimpangan 
beragama sering terlihat dalam bentuk tingkah laku ucapan yang 
menyimpang. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan 
Gubernur DKI Jakarta yang telah memperoleh putusan pada perkara 




Basuki Tjahaja purnama merupakan Gubernur DKI Jakarta yang 
mengganti kan Jokowi yang telah terpilih menjadi Presiden RI ke-7. 
terdakwa yaitu seorang politisi dengan pernyataan yang di ucapkan di 
kabupaten kepulauan seribu pada hari selasa 27 September 2016 yang 
antara lain menyinggung surat Al Maidah ayat 51 di depan publik. 
Lama kelamaan terjadi konflik pertentangan yang dilakukan oleh 
organisasi yang mengatas namakan Fron Pembela Islam (FPI) pada 
tanggal  14 Oktober 2016  yang disebut Aksi Masa jilid Satu (I) setelah itu 
aksi yang kedua  yang dilakukan Fron Pembela Islam (FPI) pada tanggal 
04 November 2016 yang disebut aksi jilid (II ) atau aksi damai, tak cukup 
Fron Pembela Islam melakukan aksi yang  ke Tiga (III)  kalinya pada 
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Tidak cukup itu Majelis Ulama Indonesia ikut berpendapat atas 
pernyataan yang diucapakan oleh Basuki Tjahaja purnama antara lain : 
“Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikatagorikan : Menghina Al-quran 
dan atau Meghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum “5 
Dalam kasus Putusan NO.1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR adapun 
yang menjadi dasar  pertimbangan penodaan agama tersebut yaitu : 
Kasus ini tergolong dalam pasal 156a Undang-Undang Nomor 1/PNPS 
Tahun 1965 Tentang penyalah gunaan dan/atau penodaan agama. 
Dalam kasus ini Basuki Tjahaja Purnama telah mendapatkan 
hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 
1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR berupa hukuman  pidana  penjara selama  
1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Kasus ini menarik 
untuk dibahas mengingat agama merupakan hal yang sangat sensitif di 
mana agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dan kasus 
ini juga masih menimbulkan poblematika tentang bagaimana hakim 
mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk 
mengkaji atau menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim 
dalam mengambil putusan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama 
dalam kasus penodaan agama yang melibatkan agama mayoritas di 
indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan 
masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, sehingga nantinya dapat 
memberi arah yang jelas. 
1. Apa yang dimaksud dengan penodaan agama dalam konsepsi Hukum 
Islam dan Hukum Positif ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 1537/Pid. 
B/2016/PN.JKT.UTR tentang penodaan agama ? 
3. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif melihat pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian : 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah :  







b.  Menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 1537/Pid. 
B/2016/PN.JKT.UTR tentang penodaan agama. 
c. Mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama. 
2. Kegunaan penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam kajian ini : 
a. Memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan di 
bidang ilmu hukum positif dan ilmu hukum Islam. 
b. Diharapkan dapat dijadikan landasan dan bahan pertimbangan bagi 
penegak hukum agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang 
lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan. 
D. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan penulis berusaha untuk melakukan kajian awal 
terhadap literatur pustaka atau karya karya yang sesuai dengan topik dalam 
penulisan ini. 
Telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis adalah dari 
berbagai bentuk buku jurnal dan juga  bentuk skripsi-skripsi yang sudah 
ada. 
Sebuah buku yang berjudul penemuan hukum oleh Hakim dalam 
persepektif hukum progresif yang di tulis oleh Ahmad Rifai yang 
membahas mengenai penemuan hukum yang di lakukan oleh hakim dalam 






mengenai bagaimana seharusnya seorang hakim menemukan penemuan 
hukum dalam praktik peradilan. buku ini berisi tentang ajaran ajaran 
filsafat, teori-teori, dan metode-metode yang berkenaan dengan penemuan 
hukum, beserta penjatuhan putusan oleh hakim.
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Journal yang ditulis oleh Cut Asmaul Husna penemuan dan 
pembentukan hukum “the living law” melalui putusan hakim membahas 
mengenai pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “ hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “. Hakim harus 
menemukan sendiri hukum itu (rechtsvinding), dan menciptakan hukum 




Skripsi Cita Sary Dja’akum yang berjudul Delik Penodaan 
Agama (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 
Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, 
dan/atau Anggota Pengurus Jama’at Ahmadiyah Indonesia) pada 
penelitian ini lebih menekankan pada SKB (Surat Keputusan Bersama)  
dan kriteria delik penodaan agama.
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 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum 
Progresif,(Jakarta: Sinar Grafika,2010) 
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 Cut Asmaul Husna Journal  Penemuan dan Pembentukan Hukum“The Living Law” 
Melalui Putusan hakim 
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 Cita Sary Dja’akum yang berjudul Delik Penodaan Agama(Studi Keputusan Bersama 






Skripsi Cempaka Indah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim 
terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/ 
PID.SUS/2011”, Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini 
adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana yang menyalah gunakan kewenangan,kesempatan 
dan sarana jabatan pada perkara No.272/PK/PID.SUS/2011
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Skripsi Mohammad Amin yang berjudul “Analisis Terhadap 
Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan MahkamahAgung No 
1787 K/PID/2012”, Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
penodaan agama serta mengetahui apakah sanksi yang telah di berikan 
dapat menyelesaikan konflik syiah-sunni di sampang.
10
 
Sejauh pengamatan penyusun, analisis atau kajian yang membahas 
mengenai putusan hakim maupun yang membahas mengenai tindak pidana 
penodaan agama sudah banyak, namun untuk sejauh ini belum ada yang 
mengkaji dan menganalisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana 
penodaan agama yang di lakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. 
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E. Kerangka Teoritik 
Dalam penyusunan skripsi supaya lebih tepat dan terarah, maka 
sangat penting untuk memaparkan kerangka teoritik yang di mana berguna 
untuk mencari solusi permasalahan yang akan dibahas. 
1. Putusan hakim 
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk 
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum 
sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
11
 
Adapula  yang mengartikan Putusan sebagai terjemah dari kata 
vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. 
Menurut Sudikno Mertokusumo ialah penemuan hukum terutama 
dilakukan oleh hakim di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. 
Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini di anggap memiliki 
wibawanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim ini ialah hukum, maka  
hasil penemuan oleh ilmuan hukum bukan merupakan hukum, melainkan 
ilmu atau doktrin hukum.  
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
Dalam menjatuhkan suatu perkara hakim harus mengacu pada 
pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pertimbangan hakim 
agar tercipta putusan hukum yang adil, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) 
huruf d dalam kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang 
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menentukan “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh di pemeriksaan di sidang 
yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa” 
Lilik mulyadi mengemukakan dalam bukunya : 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik,apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum.sihingga pertimbangan itu relevan terhadap amar/diktum 
putusan hakim”12 
 
Setelah diuraiakan mengenai unsur-unsur ydelik yang di dakwakan, 
ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain: 
a. Ada majelis hakim yang menangapi dan mempertimbangakan 
secara detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan pidana 
dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat 
hukum. 
b. Ada pula majlis hakim yang menanggapi dan mempertimbangakan 
secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum. 
c. Ada majlis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangakan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dari pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum. 
 
3. Teori pemidanaan 
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Hakim dalam putusan menjatuhkan sanksi pidana yaitu 
pemidanaan sebagai bentuk hukuman bagi setiap pelaku tindak 
pidana. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian pada 
masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Oleh karena itu 
maka diperlukan adanya hukum pidana guna menjaga agar ketentuan-
ketentuan hukum lain dapat ditaati. 
Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) teori yang berkembang di 
dalam hukum pidana :
13
 
a. Teori absolut 
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 




b. Teori relatif 
Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan 




c.  Teori gabungan 
Teori ini mencoba mengabungkan teori absolut atau relatif 
yang di samping menjatuhkan sanksi pidana untuk membalas 
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perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki 
sehingga bisa kembali ke masyarakat. 
4. Pandangan Hukum Islam 
Dalam pidana Islam mengenal kata istilah delik adalah 
larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman 
had atau ta’zir. Hukuman had sendiri ialah ketentuan tentang sanksi 
terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Di dalam 
Islam dikatakan suatu delik, apabila terdapat tiga unsur delik, yaitu 
unsur formil, adanya undan-undang atau peraturan yang melarang 
bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur materil adanya 
perbuatan yang melawan hukum, maksudnya dengan kesadaran 




F. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya, adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan  penyusanan skripsi  ini adalah 
(Library research) yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara 
mengumpulkan bahan pustaka (literatur) yang diambil dari telaah buku-buku, 
artikel-artikel, dan jurnal-jurnal. 
2. Sifat Penelitian  
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Penelitian ini bersifat Deskriptif-analisis dan Komparatif, yang 
dimaksud penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematik 
sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan. Adapun analisis di sini 
untuk menganalisis dalam kasus penodoaan agama yang dilakukan oleh 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) putusan Nomor. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. 
UTR. Sedangkan Komparatif adalah membandingkan hukum positif dengan 
hukum Islam mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh  Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok).  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian kepustakaan 
(Library research)  penulis melakukan pencarian buku – buku, literatur yang 
sesuai dengan tema yang berkaitan dalam kasus Penodaan Agama. Selain 
mencari buku – buku penulis juga mencari jurnal – jurnal yang relevan 
dengan tema yang sesuai dengan penelitian. 
4. Analisis Data 
Penelitiaan ini menggunakan metode kualitatif analisis  -komparasi 
yakni proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan 
Nomor.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR untuk mengetahui apa saja yang 
menjadi sumber hukum bagi hakim dalam mengambil putusan tersebut. 
Sedangkan komparasi yaitu membandingkan dua teori antara hukum positif 
dan hukum Islam terkait kasus penodaan agama. 






Agar penulisan skripsi ini dapat sistematis maka dibutuhkan sistem 
penulisan yang baik. Sistematika dalam penulisan skripsi berikut ini : 
Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitan, tinjauan pustaka, 
kerangka teorotik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, Tinjauan umum berisikan penjelasan mengenai ruang 
lingkup tindak pidana menurut hukum Islam dan Hukum positif, proses 
pemidanaan, proses penalaran Hukum, dan tindak pidana penodaan agama 
Bab ketiga, pembahasan mengenai kronologi kasus dan pertimbangan  
Hakim serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  
Bab keempat, merupakan hasil Analisis terhadap putusan perkara 
Nomor.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR terkait penodaan Agama yang 
dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Bab kelima, penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian 







Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dalam bab-bab 
sebelumnya terkait Putusan NO. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR terkait 
khasus penodaan agama yang di lakukan oleh Basuku Tjahaja Purnama 
(Ahok) sebagai jawaban dan melalui analisis yang menggunakan metode 
Komparatif antara hukum islam dan hukum positif maka pada akhirnya 
dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Penodaan Agama merpakan suatu bentuk pelanggaran hukum 
Islam termasuk dalam katagori delik, sedangkan menurut hukum Islam 
yang termasuk delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah 
terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad dan 
serangan terhadap agama, Kasus penodaan agama merupakan masuk 
kategori Jarimah berdasarkan dari tinjauan hukum Islam  kasus ini 
termasuk dalam kategori jarimah Ta’zir. Jarimah Ta’zir ialah perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuaman Ta’zir, jenis 
Jarimah Ta’zir tidak ditentukan banyaknya, dan memang Jarimah Ta’zir 
tidak mungkin ditentukan jumlahnya, sehingga persoalan penodaan agama 
ini diserahakan ke para Fuqaha atau hakim yang dapat menyelesaikan 
permasalah terkait penodaan agama khususnya yang ada di Indonesia. 
67 
 
Dilihat dari hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
bahwa terdakwa masuk dalam unsur Pasal 156a KUHP sedangkan dari 
penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, dan 
terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan 
langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan. 
Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait 
kasus penodaan agama ini memperhatikan hal hal yang memberatkan dan 
meringankan beserta alat bukti. Hal hal yang memberatkan Terdakwa tidak 
merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan 
menciderai umat islam, perbutan terdakwa dapat memecah kerukunan 
antar umat beragama dan antar golongan. Hal hal yang meringankan 
Terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersifat sopan di 
persidangan, terdakwa bersifat kooperatif selam mengikuti proses 
persidangan. Sehingga mendapatkan fakta hukum yang menjadi landasan 
hakim untuk menjatuhkan putusan. 
B. Saran 
Setelah mengamati putusan dan pertimbangan majlis hakim dalam 
menjatuhkan putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR yang belum 
memberikan dampak baik terhadap masyarakat yang pro dan kontra 
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